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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

bahwa danaan telah ditetapkannva Keputusan
Merterl Dalam Negeri Nomor 1192 Tahun 1998

tantana Ruana Linakup dan jenis Retribusi Daerah
Tinakat I dan Daerah Tinakat II. makas Retribusi
Izin Maendirikan Banaunan marupakan jenis
Retribusi Daerah Tingkat II:

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a. perlu disatur denaan

Paraturan Daerah:

Undana~undang Nomar 7  Tahur 1985 tentang
Pambentukan DRaerah Tingkat II Sarcolanaun Banako
dan  Daerah Tingksat II Tanijuna Jabuna (Lembaran
Megara Tahun 1965 Nomor S0). denaan mengubah
Undang~undanag Nomor 12  Tahun 1956 teantang

Peambantukan Dasrah Qtonom Kabupaten di  Propinsi
Sumatera Tangah (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 25):

Undana-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 3209):

Undang~undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992):
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Undana—-undana Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Paiak Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran
Neaara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3&85)

Undang-undana Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Panaelolasn Linakunoan Hidup (Lembaran Nedara
Republik Indonesia Nomor &8 Tahun 1997):

Undana~undang Nomor 22 Tahun 1999 tentana
Femaerintahan Daerah (Lembaran Neagara RI  Tahun
1999 Nomor &0. Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor

3839)

Undana~undandg Namor 25 Tahun 1999 tentana
Perimbangan Keuanaan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3848):

Undang~undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang~undana Nomor 8 Tahun 1974
tentana Pokok~pokok Ksoegawalan. (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Nedgara
RI Nomor 3890):

Undang-undang Nomor 54  Tahun 1999 tentang
rambentukan Kabupaten Sarolangun., Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten Taniung
Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
182. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republlik Indonesia Tahun 1981 Nomor & . Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):

FPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Dasrah (Lambaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 3692):

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknik PRsnyusunan Peraturan Perundang~undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancandan
Peraturan Pesmerintah dan Rancangan keputusan
Presiden  (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 1999 Nomor 70):

Keputusan Menteri Dalam Neaerli Nomor 23 Tahun
1986  tentang Ketentuan Umum  Penvidik Peaawaal
Neaerili Sipil di lingkuhgan Pemerintah Dasrah jo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di
linagkungan Pemsrintah Daerah:

15. Ksputusan .......
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15. Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 174 Tahun
1997 tentana Pedoman Tata Cara Pemunautan
Retribusi Daerah:

14. Keputusan Menterli Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentana Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Dasrah:

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentana Ruang Linakup dan Jenis~ienis
Retribusi Dasrah Tinakat T dan Daaerah

Tingkat I1:

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahkun
1998 tentana Komponen Penetapan Tarif Retribusi:

Dengan Persetuijuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
a. Kabupaten adalah Kabupaten Meranain.
b. ﬁémarintah adalah Pemerintah Xabupaten Meranain.
c. Bupati adalah Bupati Msrangin.

d. Dinas Pendapsatan adalah Dinas Fendapatan
Kabupaten Merangin.

e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten
Merangln.

f. Dinas PU adalah Dinas Pekeriaan Umum Kabupaten
Merangln.

g. Kas adalah Kas Kabupaten Merangin.

h. Jalan adalah semua jalan vang dipergunakan untuk
lalu lintas umum.

1. Jalan Arteri adalah jalan vang melavanli angkutan
utama dengan ciri-ciri perjalanan Jarak Jauh.
kecepatan rata-rata tinggl dan jumlah jalan masuk
dibatasi secara efisisn.
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Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
vand merupakan batas waktu Wsaiib Retiribusi
memanfaatkan 1izin mendirikan bangunan:

Banaunan adalah Banaunan asduna sarta
banaunan vand SRBCAra lanasuna merupakan
kelenakapan dari banaunan aeduna tersebut dalam
batas tertentu pemilikan:

Mendirikan Bangunan adalah pekeriaan mengadakan
banaunan seluruhnya atau sebagian termasuk
pekeriaan mengaali. menimbun atau meratakan tanah
vana berhubungan dengan pekeriaan mengadakan
banaunan:

Menaubah Banaunan adalah pekeriasan menaganti dan
atau manambah  bangunan  vana ada. termasuk
pekeriaan. membonakar vana berhubangan dengan
pekeriaan mengganti bagian bangunan tertentu:

Garis Sempadan adalah garis khaval vang ditarik
pada Jarak tertentu seijajar dengan as Jalan. 3%
sundal atau as padgar vang merupakan batas antara
baglan kapling atau perkarangan vanag boleh dan
vana tidak boleh dibangun bangunan:

Koefien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas
perbandinagan  antara luas lantaili dasar banaunan
denaan luas kapling/perkarangan:

Kosfien Lantai Bangunan adalah bilanaan pokok
atas perbandingan antara Jjumlah luas lantai
banaunan dengan luas kapling/perkarandgan:

Koefien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tingail
banaunan diukur dari permukaan tanah Sampal
dengan titik teratas dari bangunan tersebut:

Surat Pendaftaran 0bjek Retribusi Daerah. vandg
selanjutnva dapat disinakat SPJORD adalah surat
vana dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Waiib
Retribusi sebagail dasar perhitungan dan
pembavaran retribusi  vana terutana menurut
peraturan perundana-undangan restribusi:

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah. vang selanjut-
nva dapat disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan
vanag menentukan besarnva Jjumlah retribusi  vandg
terutana:

Surat  Ketetapan Retribusi Daerah  Kurana Bavar
ambahan . vanag selaniutnva dapsat disingkat
KRDKBT. adalah surat keputusan vana menentukan
tambahan atas Jumlah retribusi vang telah
ditetapkan:

A —

¢
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bavar.
vana selanitnva dapat disinagkat SKRDLB. adalah
surat keputusan vana menentukan jumlah kelebihan
pembavaran retribusi Larensa Jumlah kredit
retribusi lebih bavar daripada retribusi Yandg
terutana atau tidak seharusnva terutana:

Surat Taaihan Retribusi Daerah. vand selanjutnvs
dapat disinakat (STRD). adalah surat melakukan

taaihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunaga dan atau denda:

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
YA dipersamakan., SKRDKBT dan SKROLB vandg
diaijukan oleh Waiib Retribusi:

Pemeériksaan adalah seranakaian kegiatan untuk
mencari . pengumpulan. dan menaolah data dan atau

keteranaan lainnva dalam ranaks peNdanasan
kepatuhan pamaenuhan kewsiiban retribusi
berdasarkan peraturan perundana~undangan
retribusi Dasrah:

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

adalah serangkaian tindakan vana dilakukan cleh
Penvidik Pegawal Negeri Sipil vang selanjutnva
dapat disebut enyidik., untuk mencari serts
menaumpulkan bukti vang dengan bukti itu membuat
terana tindak pidana di bidang retribusi vand
terijadi serta menemukan tersangkannva.

BAB II
NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

RPasal 2

Denaan nama Retribusi Izin Mendirikan Banaunan
dipungut retribusi sebaglan psmbavaran atas
pemberian izin mendirikan banaunan.

Obiek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan

banaunan.

Fasal 4

Subiek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vana memperoleh izin mendirikan banaunan.

BAB LIF swweeansmina-
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BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolonakan seba-

aai

(3)

(1)

~

R

Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
PERIZINAN BANGUNAN

Pasal &
= _
Oranga. Badan/lembaga sebelum membanaun .
di Kabupaten Merangin. diharuskan memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati ca.
Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin:

Oranda. Badan/lembaga sebelum menagunakan
banaunan di Kabupaten Meranain diharuskan
memiliki Izin Penggunaan Banaunan dari Bupati
ca. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Meranain:

Oranga. Badan/Lembaaa sebelum merubah banaunan
di Kabupaten Merangin. diharuskan memiliki Izin
Merubah Banaunan dari Bupati cg. Kepala Dinas
Tata Kota Kabupaten Merangin.

BAB V
KLASIFIKASI BANGUNAN
RPasal 7

Menurut funasinva bangunan di Kabupaten
Meranain diklasifikasikan sebagai berikut :

a&. Banagunan Rumah Tingaal dan seienisnva:
b. Bangunan Umum:

C. Banaunan Perniagaan:

d. Banaunan Pendidikan:

@. Banaunan Industri:

f. Banaunan Kelembagaan / Perkantoran:

a. Banaunan Campuran (Ruko).

Menurut Konstruksinva bangunan di Kabupaten
Merangin diklasifikasikan sebaagai berikut :

Banaunan Permanen:

7 -
b. Bangunan Semi Psrmanen:
c. Banaunan Sementara/Darurat.

(3) Menurut ..............
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{3} Menurut bangunan di Kabupaten Meranaln
Aiklasifikasikan sebacai berikut :
a. Ranaunan di Ibukota Kabupaten:
b. Banaunan di Ibukota Kecamatan:
o. Banaunan di Desa / Kelurahan:
d. Banagunan di Kawasan Khusus /tertentu.
{4)Y Menurut lokasi bangunan Kabupaten Meranain
diklasifikasikan sebaaai berikut :
a. Bangunan di tepil jalan utama:
b. Bangunan di tepi jalan arteri:
¢. Banaunan di tepi jalan kolektor:
d. banaunan di  tepi Jalan antar linakunaan
(lokal):
e. Bangunan di tepi jalan lingkunaan:
f. Bangunan di tepi jalan Desa/Kelurahan:
g. Bangunan di tepl Jjalan setapak.
(5) Menurut ketingaian banaunan Kabupaten Meranain

diklasifikasikan sebsgail berikut :

2. Banaunan bertinakat rendah (1 s/d 2 lantai):
. Banaunan bertinagkat tinagi (3 s/d 5 lantai):
c. Bangunan bertinakat lebih dari & lantai.

(5) Menurut luasnva bangunan. di Kabupaten Merandain
diklasifikasikan sebagal berikut :

a. Banaunan dengan luas kurang dari 100 MZ
b. Bangunan dengan luas 100 s/d 500 ME:
c. Bangunan dengan luas 300 s/d 1.000 MZ:
d. Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 MZ

(7)Y Menurdt status bangunan Kabupaten Merangln
diklasifikasikan ssbagal berikut :

s. Banagunan Pemerintah:
b. Bangunan Swasta.

BAB VI

TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paszl 8
Sebalum mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Banaunan (PIMB) pemchon harus minta keterangaan

tentana  arahan perencanaan kepada Dinas Tata Kota
dan Rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan
vang meliputl : '
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(2)
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Jenis/oceruntukan banaunan: :

Luas lantai banaunan diatas/dibawah permukaan
tanah vana diizinkan:

Garis sempadan vana berlaku:

Knefesien Dasar Banaunan (KDB) vana diizinkan:
Persvaratan-persvaratan banaunan:

Fersvaratan parencanaan., pelaksanaan dan
pandawasan bangunan:

hal~hal lain vana dipandana perlu.

BAB VII
FERENCANAAN BANGUNAN
Passl 9

Perencanaan  banaunan rumah tinaaal satu lantail
denaan luas kurang dari 50 M2 dapat dilakukan
oleh seorana ahli/berpengalaman:

Parencanaan bangunan sampal dengan dua lantal
dapat dilakukan oleh orana vang ahli vana telah
mendapat surat izin bekerja dari Bupatli atau
menurut aturan vang berlaku:

Perencanaan bangunan lebih dari dua lantal atau
bangunan umum  atau  bangunan spesifik harus
dilakukan oleh badan hukum vang telah mendapat
kualifikasi sesual bidana dan nilal banaunan:

Parencana bertanggung Jawab bahwa banaunan yana
direncanakan telah memenuhi persvaratan teknis
dan peraturan perundana-undangan vang berlaku:

Ketentuan avat (1). (2) dan (3) pasal ini tidak
berlaku bagl perencanaan :

a. Bangunan vang bersifat sementara dendan
syarat bahwa luas dan tingainva tidak
bertentangan dengan ketentuan vand
ditetapkan Dinas Tata Kota:

b. Pekeriaan pemeliharaan / perbaikan banaunan
antara lain adalah sebsagal berikut :

- memperbaiki banaunan denaan tidak menqgubsah
konstruksi dan luas lantaili bangunan:

-~ Pekerjaan memplaster. memperbalki letak
banaunan dan memperbaiki lapils lantal

bangunan:

- Memperbaikli penutup atap tanpa mengubah
konstruksinva:

-~ Memperbalkl . ... er e wan
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-~ Memperbalki lubang cahaya / udara lebih
dari 1 M2:

- membuat pemisah halaman tanpa konstruksi:

~ memperbaiki lanalt -~ langlt tanpa menaubah
jaringan lain:

Pasal 10

Perencanaan Banaunan terdiri atas

a.
b.
(57

Yand

Parencanaan Arsitektur:
Ferencanaan konstruksi:
RPerencanaan Utilitas.

disertal dengan rencana kerijia dan svarat-svarat

pekerizan.

BAB VIII

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN

(1)

BANGUNAN / MENGUBAH BANGUNAN (PIMB).

Pasal 11

Permohonan Izin Mendirikan Banaunan harus
diajukan sendirl secara tertulis oleh pemohon
kepada Bupati Ca. Kepala Dinas Tata Kota:

Lembar isian parmohonan Izin Mendirikan
Banagunan tersebut avat (1) pasal 1ini dapat
diambil pada Dinas Tata Kota:

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus
melampirkan persvaratan sebagal berikut

a. Rekaman Surat Keterangan Tanah (Sertifikat):
b. Rekaman KTP (bukti diri):

c. Gambar Rencana Bangunan (5ket Bangunan):
d. Rekaman Bukti Lunas PBB Tahun terakhir:
e. Pas photo ukuran 3 x 4 inc:

f. Rekomendasi Camat/Lurah:

a. Khusus pemohon IMB bagili perusahaan Industri
dan Real Estate disamping persvaratan
dimaksud pada huruf a., s/d f Pasal ini
ditambah dengan :

- Izin prinsif dari Bupati:

- Izin lokasi dari badan Pertanahan
Nasional:

-~ Akte Pendirian perusahaan:

-~ Surat Kussa apablla penandatanganan
permohonan  bukan dilakukan oleh paemohon
sendiril.
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= Surat pernvataan pemohon tentana
kesangaupan memenuhli persyaratan teknis
banaunan sesual dengan ketentuan Yand
berlaku:

- Tanda Anagota Real Estate Indonesia dan
rekomendasi bebas baniir dari Dinas tata
Kota khusus baail pemohon Real estate:

- Rencana Tata Banaunan dan prasarana
banaunan industri vanag disetuijul olesh
Bupati denaan menuniukkan lokasi kapling
untuk banaunan vang bersangkutan baal
Parusahaan Industri vana berlokasi
dikawasan industri.

Pasal 12

(1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian PIMB vana
diajukan mengenal svarat-svarat administrasi
dan teknis menurut ketentuan vang berlaku:

(2) Dinas Tata kota msmberikan tanda terima PIMB
apabila semua persvaratan administrasi telsah
terpenuhi:

(Z) Dalam janaka waktu 2 (dua) hari keria setelah
permohonan diterima sebagaimane tersebut dalam
avat (2) pasal ini. Dinas Tata Kota menetapkan
besarnva retribusi vang waiib dibavar oleh
pemohon berdasarkan ketentuan vanag berlaku.
atau menolak PIMB vang diajukan karena tidak
memenuhl persvaratan;

(4) Untuk PRIMB vana ditolak. harus diperbaiki
menaikut ketentuan vang berlaku atau petuniuk-
petunjuk vana diberikan oleh Dinas Tata Kota
kemudian dapat diajukan kembali.

BAB IX

KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/
MENGUBAM BANGUNAN

Pasal 13

(1) Kaputusan surat izin mendirikan banaunan/
mendubah bangunan (IMB) diberikan paling lambat
12 (dua belas) hari keris setelah pemohon
mamenuhl sgaala persvaratan vang ditentukan:

Izin Mendirikan / menagubsah

(3). KepubtusSan ... ... eun.n.
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Keputusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
hanva berlaku kepada nama vana tercantum dalam
keputusan Izin Mendirikan Banounan:

Perubahan nama pada surat keputusan Izin
Maendirikan Banaunan (IMB) dikesnakan Bea balik
Nama :

Izin Mendirikan Banaunan dapat bersifat
Sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati
dan diberikan Jangka waktu selama-lamanvya 1
(satu) tahun.
BAB X
PENUNDAAN KERPUTUSAN IMB
Pasal 14

Keputusan IMB dapat ditunda berdasarkan alasan:
a. Pemerintah masih memerlukan waktu tambahan

untuk panilaian. khususnya persvaratan

banaunan serta pertimbangan nilai linakunaan

vanag direncanakan:

b. Pemerintah sedandg merencanakan tata ruand
kota atau rencana detil kota:

O

Femberian kesempatan tambahan kepada pemohon
untuk melenakapl permohonan IMB vandg
diajukan.
Panundaan keputusan IMB disampaikan kepada
pemohon oleh Kepala Dinas Tata Kota denagan
menvebutkan alasan penundaan tersebut.

BAB XI
FPENOLAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 15

Permohonan Izin Mendirikan Banaunan (IMB)
ditolak apabila :

a. Bangunan vana akan didirikan dinilai tidak

memenuhi persyaratan teknis banaunan
seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah
T e

b. Karena persvaratan / ketentuan dimaksud pada
Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak
terpenuhi :

C. Banaunan ........u.u..
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¢. Banaunan vana akan didirikan diatas lokasi/
tanah pengaunaannya tidak sesuail danaan
Rancana Kota vang sudah ditetapkan dalam
Rencana Umum tata ruang Kabupaten Meranain:

d. Bangunan vand direncanakan tersabut
bertentanaan danaan kepentinaan dan
ketertiban umum:

&. Bangunan vang akan direncakan tersebut

bertentanaan danaan ketertiban. keserasian
dan keseimbangan linakunaan:
. Bangunan akan mendaganagau atau merusak
lingkunaan disekitarnva:
(Q] Banaunan akan tergaganggunvya lalu lintas.

sliran air (air huian). cahava atau
banaunan~ banaunan vanda telah ads:
(»h) sifat dan funasi bangunan tidak sesuai

denaan lingkungan sekitarnva:

i. Tanah Bangunan untuk kesshatan (hyaineish)
tidak menainzinkan:

i. Rencans Banaunan tersebut menvebabkan
tergaagunva Jjalan vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah:

k. Adanva keberatan vana diajukan oleh pihak
ke tiga dan dibenarkan oleh Pemerintah.

1. Bertentanaan dengan Undana-undandg. Peraturan
Propinsi atau RPeraturan lain vana Tinakatnva
lebih tinagl dari Peraturan Kabupaten ini.

m. Dapat menggangagu pandanaan bagl pemakal

1

3 an.

]

)

(2} Penolakan Permohonan Izin Mendirikan Banaunan

< (RPIMB) ditetapkan secara tertulis denaan
Keputusan Bupatli dan disampaikan kepada Kepala
Dinas Tata Kota dangan menyebut alasan

penolakannya.
Pasal 16

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam
hal

(1) Mambuat lubana~lubang ventilasi. peneranaan dan
sebagainya vana luasnva tidak lebih dari 1 M*“
denaan sisi terpanjang mendatar tidak lebih
dari 2 (dua) meter:

(2) Membonakar Bangunan vana menurut pertimbanaan
Kepala Dinas Tata Kota tidak membahavakan:

(Z2) Pemeliharaan / Perbaikan banaunan dengan tidak
menaubah denah. konstruksi maupun arsitektur
darli bangunan semula vana tidak mendapat izin:

(4) Mendirikan bangunan vana tidak permanen untuk
memelihara binatang ternak. (kecuali babi) atau
taman~taman dengan syarat-svarat sebagail
barikut :

a. Ditempelkan ........c.cv.....



a. Ditempelkan dihalaman belakana:
b. Luas tidak melebihi 10 M2 dan tinaainva
tidak lebih dari 2 Meter.

(5) Membuat kolam hias. taman dan patuna - patund.
tiana bandera dihalaman perkarancan rumah:

() Mendirikan banaunan sementara vana pendirinva
telah memperoleh Izin dari Bupati untuk palinag
lama 1 (satu) bulan:

(7)Y Mendirikan perlenagkapan bangunan vand

pendiriannvya talah memiliki izin s@lama
mendirikan suatu bangunan.

BAB XII
LARANGAN MENDIRIKAN/MENGUBAH BANGUNAN
Pasal 17
Dilarana mendirikan/menaubah bangunan apabils

(1} Tidak mempunyai surat izin mendirika / menaubah
banaunan:

(2) Menvimpana dari ketentuan—ketentuan atau svarat
svarat lebih laniut dari izin mendirikan
{ Banaunan:

(33 Menvimpana dari rencana Pembanaunan vand
menijadi dasar izin mendirikan Banaunan:

(4) “Menvimpang dari peraturan dan svarat - svarat
vana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini atau Feraturan lainnva Yand tidak
bertentangan denaan Peraturan Daerah ini:

(5) Mendirikan Banaunan diatas tanah orang lain
tanpa Izin Pemiliknva atau kuasa vana sah.
. BAB XIII
PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal 18
(1} Bupati dapat mencabut surat izin

mendirikan Banaunan apabila

a. dalam waktu & (enam) bulan setelah tangaal
itu diberikan pemeaana izin masih belum
malakukan pekeriaan vang sungguh-sunagauh dan
mevakinkan:

b. Pekeriaan ..............
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b. Pekerisan - pekerjiaan itu berhenti selama 3
(tiga) bulan dan ternvata tidak akan
dilanijutkan:

c. Izin vana telah diberikan itu kemudian

ternvata berdasarkan pada keteranaan-—
keteranaan vana keliru (palsu):
d. Pembanaunan itu ternvata menvimpana dari

rencana dan svarat-syarat vana disahkan:

e. Pemilik IMB selambat -~ lambatnva 6 (enam)
bulan setelah berlakunvya Izin Mendirikan
Banaunan balum memulail pelaksanaan
pekerijaanvya maka Keputusan Izin mendirikan
Banaunan batal dengan sendirinva.

Pencabutan Surat Izin Mendirikan Banaunan
diberikan dalam bentuk Surat keputusan Kepala
Dinas Tata Kota atas nama Bupati dituijukan
kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-—
alasannva:

Sebelum keputusan dimaksud avat (2) pasal ini
dikeluarkan pamegang 1zin terlebih dahulu
diberikan peringatan secara tertulis dan
kepadanva diberikan kesempatan untuk mendgaiukan
keberatan~keberatannva.

Pasal 19

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/menaubah banaunan :

(1)

Pemilik IMB waiib memberitahukan secars
tertulis kepada Kepala Dinas Tata Kota tentang:

a. Saat akan memulainva pekeriaan mendirikan
bangunan sekurana-kurananva 24 jam sebelum
dimulainva pekeriaan:

b. Saat akan dimulainva bagian -~ baalan
mendirikan bangunan sepaniang hal itu
dipersvaratkan dalam IMB. sekuranga~kurananya
24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan:

c. Tiap penvelesaian bagian pekerijaan
mendirikan bangunan sepaniang hal itu
dipversvaratkan dalam IMB.

Pekeriaan mendirikan bangunan dalam IMB baru
dapat mulai dikerijakan setelah Dinas Tata Kota
menetapkan garis sempadan pagar. garis sempadan
Lanaunan. serta  ketinaaian permukaan tanah
pekarangan tempat bangunan akan didirikan
sesual dengan persvaratan vang telah ditetapkan
dalam Izin Mendirikan Bangunan:

(3). Selambat ...............
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Selambat - lambatnva 3 (tiaa) hari setelah
diterima pemberitahuan sebagaimana avat (1)
pasal 1ni. Dinas Tata kota tidak melaksanakan
tugasnva sebagaimana dimaksud avat (2) pasal
ini. maka pemilik IMB dapat memulal
pekeriaannva:

Pekerijaan Mendirikan Bangunan harus sesual
dengan rencana vang telah diajukan/ditetapkan
dalam Izin Mendirikan Banaunan.

Pasal 20
Selama pekeriaan mendirikan banaunan
dilaksanakan. pemilik izin mendirikan banaunan
dapat/diharuskan menutup lokasi tempat

mendirikan bangunan dengan pagar pengaman:

Bilamana terdapat sarana Kota vanda menadandadu

atau terkena rencana pembanaunan. maka
pelaksanaan pemindahan/penaaman harus
dikerjakan oleh pihak berwenana atas biava

oemilik Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 21
Pelaksanaan pekeriaan mendirikan banaunan
sampal dua lantal dapat dilakukan oleh
pelaksana ahli: )

Pelaksanaan pekseriaan mendirikan banaunan
dengan luas lebih dari 500 M2 atau bertinakat
lebih dari dua lantai atau banaunan spesifik
harus dilakukan oleh Badan Hukum vana memiliki
kuaslifikasi sesual dengan peraturan vand
berlaku.

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat
dilakukan oleh pengawas vang sudah mendapat
izin:

Selama pekerijiaan mendirikan bangunan dilakukan.
pemilik izin mendirikan banaunan harus
menempatkan salinan aambar/keputusan IMB
besarta lampirannya dilokasi untuk Kkepentinaan
pemsriksaan petugas:

Petugas Dinas Tata Kota berwenang untuk -

a. Memasukl .............
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a. Memasukili dan memeriksa tempat pelaksanaan

pekerisan mendirikan banaunan pada setiap
saat:

b. memeriksa apakah bahan -~ bahan sesuai denaan
Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBM) dan
RKS:

c. Memerintahkan menvinakirkan bahan vana tidak
memenuhl svarat. demikian pula alat-alat
vana dianagaap berbahava serta merualkan
keselamatan/kesshatan umum:

4. Memerintahkan membonakar atau menahentikan
seaera pekeriasan mendirikan banaunan.
sgbagian atau ssluruhnva untuk sementara
waktu apabila :

- Pelaksanaan mendirikan bandaunan menyimpand
dari izin vang telah diberikan atau
svarat-svarat vang telah ditetapkan:

- Peringatan tertulis dari Dinas Tata Kota
tidak dipenuhi dalam iangka waktu vang
telah ditetapkan.

BAB XV
KESELAMATAN KERJA
Paszl 23
Palaksanaan mendirikan banaunan harus mengikuti

ketentuan-ketentuan dari peraturan keselamatan
karia vang berlaku :

Pemilik 1zin mendirikan bangunan diwajibkan
sa@alalu berusaha menvediakan air minum bersih
vandg memenuhl svarat kesehatan linakungan

tampat pekeriaan ditempatkan sedemikian rupa
sehinaga mudah dicapail oleh para pekeria vang
membutuhkannva:

Pamilik izin Mendirikan Banagunan diwaiibkan
untuk menvediakan perlengkapan P3K lenakap dan
banvaknya sssual dengan Jjumlah orang vand
dipekerijakan. ditempatkan sedemikian rupa
didalam pekeriaan sehinaaa mudah dicapai bila
diperlukan:

Pemilik Izin Mendirikan Banaunan diwaiibkan

sekurana~kurananva menyediakan satu kakus
sementara bila mempekerijakan sampal denaan 40
orang pekerja. dan untuk setsrusnva jika
memperkeriakan lebih dari 40 orand.
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BAB XVI

IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

Pasal 24
(1) Setslah banaunan selasai. pemchon waiib

menvampalkan laporan secara tertulis dencaan :
a. Berita Acara Pemeriksasn dari pengawas vandg

telah diakreditasi (bagl banaunan vand
dipersvaratkan):

0. Gambar YA sesual denagan pelaksanaan
(as built drawinas):

(2) Berdasarkan laporan dan berita acara
sabagaimana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini.
Kepala Dinas Tata Kota atas Nama Bupati
mensrbitkan surat Izin Penaunaan Banaunan
(IPB):

3} Janaka waktu penerbitan IPB dimaksud avat (2)

‘ Pasal 1ini. ditetapkan selambat-lambatnva 12
hari kerija sejak diterimanva laporan dan berita
acara pemeriksaan:

{(4) 1IPB tidak diperlakukan untuk bangunan rumah

tingail.

MY ai

Sumabti  melalul Dinas

ata cara pencgaiuan Izin Penaaunaan Banaunan (IPB):

‘1Y Pen Izin Pengaunaan Banaunan baru
dilakukan bersama denagan pendaaiuan Izin

Msndirikan Banaunan:

(2) PIPBE diajukan secara tertulis kepada Bupati
ocleh perorangan. Badan/Lembaas melslui Dinas
Pekeriaan Umum.

BAB XVII

PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

RPasal 27
{17 Dinas Tata Kota menaadakan penelitian atas
RPIPE vana diajukan menasnal svarat-syvarat

administrasi. tehnik dan linagkungan menurut
peraturan vang berlaku pada saat permohonan
diaijukan:

(2). DINaS & v e e e e e
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Dinas Tata Kota memberikan tanda terima  PIPB
apablls persyvaratan administrasi telah
dipenuhi:

Dinas Dinas Tata Kota memberikan surat
keteranaan lavak huni apabila bangunan vand
diaijukan IPB nva telah memenuhl pervaratan
tehnis dan lingkunaan:

Dalam waktu 3 hari keria setelah diterblitkannva
surat keteranaan lavak huni sgbagsimana
dimaksud avat (3) Pasal ini. Dinas Pekeria
Umum menetapkan besarnva Retribusi vanag harus
oleh pemohon:

Dalam Janaka waktu 5 hari keria setelah
Betribusi dilunasi. Dinas Pekerisan Unmum  atas
Mama Bupati mengsluarkan Izin Pangaunasan

Bandunan.

BAB XVIII

PENGAWASAN TZIN PENGGUNAAN BANGUNAN.

Pasgl 28

Dalam ranaksa peEndgawasan penggunaan banaunan.,
netuagas Dinas Tata Kota dapat meminta kepada
cemillk banaunan untuk memperlihatkan PB

beserta lamplrannva:

Dinas Tata Kota dapat menghaentikan penagunaan
banaunan. apabila pengaunaannva tidak sesuail
denaan IPB:

Dalam hal teriadi pelanddaran PENAGUNaan
banaunan ssebagaimana dimaksud avat (2) Pasal
ini. Dinas Tata Kota akan memberikan teauran
secara tertulis kepada pemilik IPB. dan apabilla
peringatan tersebut juga tidak diindahkan maka
surat IPB nva dicabut.

BAB XIX
IZIN MEROBOMKAN BANGUNAN

Pasal 29

Dinas Tata Kota atas nama  Bupatil dapat
memerintahkan kepads pemilik untuk merobohkan
bangunan-~bangaunan vandg dinvatakan :

s

a. Rapuh:

. Membahavakan kesslamatan umum:

c. Tidak sesuail dengan Tata Ruang kota dan
ketentuan lain vana berlaku.

(2). Pemilik ... unnnn
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{(2) Pemilik Banaunan dapat menaaiukan permohonan
untuk merobohkan bangunan:

(z) - Sebelum menaajukan permohonan Izin Merobohkan
Banaunan. pemohon harus lebih dahulu meminta
petunjuk  tentana merobohkan banaunan kepada
Dinas Pekeriaan Umum vana meliputl :

Tuiuan atau alasan merobohkan banaunan:
bh. Persvaratan merobohkan bangunan:

(93}

c. Cara merobohkan bangunan:
d. Hal-~hal lain vang diangaap peilu.
{(4) PIMB tidak diperlukan untuk banaunan rumah

tinaaal.
BAB XX

PERENCANAAN MEROBOMKAN BANGUNAN.
Pasal 30

(1) Perencanaan merobohkan banaunan dibuat oleh
pErencana banaunan:

(2) Ketentuan avat (1) Pasal ini tidak belaku baai:

a. Bangunan sederhana:
b. Bangunan tidak bertingkat:

s ¥
(n
i

Perencanaan Merobohkan Banaunan meliputil

a. Sistem merobohkan banaunan:
5. RPengendalian pelaksanaan merobohkan banaunan
]

Pasal 31

Tata cara mengaiukan permohonan Izin merobohkan

anaunan (PIMB). PIHB harus diajukan sendirli secara
ertulis kepada Bupati melalul Dinas Tata Kota
oleh perorangan atau badan lembaaa denaan m&- glsil
formulir vang telah disediakan.

o
£

BAB XXI
PENERBITAN IHB
Pasal 32
(1) Dinas Tata Kota menagadakan penglitian atas
PIMB vanag diajukan mengenal syarat-svarat

administrasi. tehnik dan lingkunaan menurut
ketentuan vang berlaku:



{(2)Y Dinas Tata Kota memberikan tanda terima PIMB
apabila persvaratan PIMB telah terpenuhi:

(3) Kepala Tata kota memberikan rekomendasi atas
rencana merobohkan banaunan apabila
perencanaan merobohkan banaunan vana diaijukan
IHBE nva telah memenuhi persvaratan keamanan
teknis dan keselamatan linakunaan:

(4) Dalam waktu 5 hari keria setelah diterbitkannva
rekomendasi sebagaimana dimaksud avat (3) Pasal
ini. Dinas Pekeriaan Umum maenetapkan besarnva
Retribusi vang wajlb dibavar:

{5) Dalam Janaka waktu S5 hari setelah Retribusi
dilunasi. Dinas Tata Xota atas nama Bupati
manasluarkan Izin Merobohkan Banaunan.

BAB XXII

PELAKSANAAN MEROBOMKAN BANGUNAN

(1) uker1aan merobohkan banaunan dapat dimulai
@alambat~lambatnva 5 haril kerja setelah IHB
diL erima oleh pemohon:

(2) Pekerisan merobohkan bangunan dilaksanakan
berdasarkan cara dan  rencana vang telah
disvahkan dalam IHB.

BAB XXITII

PENGAWASAN PELAKSANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN

Pasal 34
(1) Selams pekeriaan merobohkan bangunan
dilaksanakan. pemilik IHB harus menempatkan
salinan IMB beserta lamplrannva dilokasi

pekerisan untuk kepentinaan pasmeriksaan.
(2) Petugas berwenana :

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan
pekeriaan merobohkan bandaunan:

b. Memeriksa apakah perlenakapan dan peralatan
vana digunakan untuk merobohkan banaunan
atau baglan-~baagian banaunan vana dirobohkan

sesual  dengan persvaratan vang disvahkan
dalam IMB:

C. MALArand .. «om=s5ome s
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c. Melarana perlengkapan. operalatan dar. cara
vana diagunakan untuk merobohkan banaunan
vand berbahava baal pekerias masvarakat
sekitar dan linagkunaan serta memerintahkan
mentaati cara-~cara vana telah disvahkan
dalam mendirikan atau merobohkan (IMB).

BAB XXIV

RETRIBUSI

Satiap pemohon IMB waiib membavar Retribusi:

Fembavaran Retribusi IMB tersebut avat (1)
Pasal 1ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas
Pendapatan setelah ditetapkan oleh Dinas Tata
Kota:

Retribusi vana telah dibavar tidak bisa diminta
kembali:

Balik nama atas Izin Mendirikan Banaunan
dikenakan Retribusi segbesar 30% dari
perhitunagan kembali IMB vana bersanakutar .

Pasal 3&
busi IMB terdiri dari :

ava Administrasi vana meliputi :

Biava penaecekan:

Biava penaukuran:

Biava pemetaan:

Biava transportasi dalam ranaka pengawasan dan
penaendalian:

Biava Plat Nomor IMB. N

ava IMB meliputi :

Banaunan rumah tinagal/seijenisnva:
Bangunan umum:

Banaunan pesrniagaan:

Bangunan pendidikan:

Bangunan kelembagaan/perkantoran:
Banaunan Industri:

Banaunan lain-lain.

ava Sempadan Bangaunan.

Pasal 37

Izin Merubah Banaunan terdiri dari -

va Administrasi:
va Izin Merubah Bangunan.
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Fasal 38

Biava IPB terdiri dari
~ Blava Administrasi -

"

= Blava Izin Penggunaan Banaunan.

Besarnva biava~blava tersebut oa
Pasa ini ditetapkan berdasarkan
banaunan. status bangunan. kelas
tinakat banaunan dan luss lantai banaunan .

Pasal 39

7]

da avat (1)
pada nilai
banaunan.

Biava Merobohkan Banaunan (IHNB) terdiri dari

~ Blava Administrasi:

~ Blava Izin Merobohkan Banrnaunan.

Besarnva biava-biava tersebut

Pasal 1Iini ditetapkan berdasarkan
banaunan. status bangunan. kelas
tingkat bangunan dan luas lantail banaunan.

BAB XXV

PENETARAN RETRIBUSI

Pasal 40

pada avat (1)

pada nilai
banauran.

Ketetapan Biava Retribusi IMB diperhitunakan sebaaai
berikut

(1).

(2}

7

Biava Administrasi :

&. D1 Ibukota Kabupaten

Biava pengecekan ...........

- Bilava Pengukuran

~ Blava Transportasi

b. Di Ibukota Kecamatan

c. Di Desa/Kelurahan ............

Biava IMB.

-----------

~ Biava Pemetaan .............

Rumah Tinagal/Seienisnva

a&. Di Ibukota Kabupaten

Rp. 4.000,~
Rp. 4,000, ~
Rp. 4,000, ~

......... Ro. 4.000, -~
=~ Biava Plat Nomor IMB ....... Rp. 4.000, ~

Rp. 20.000.,-
......... Rp. 15.000.-

PErmanen .......o.e.euuwun... Rp.
~ Seml Permanen ............ Rp.
~ Sementara ... Rp.

b. Di Ibukota Kecamatan -
= PErMANEGN L e e e Rp
= Seml Pgrmanen ............ Rp.
= SEMENEArE v e L Rp.

Ro. 10.000.~

)
400, 00/M2
SOO~OO/M§
200.00/M2

sso.oo/mz
250.00/M2
150.00 /M2

............



c. Di Desa/Kelurahan :

= PEIMENEN o+ v e v e e e e e e e o Rp. 200.00 /M=
= Seml PErmanen . .. ......... 0. 150.00/M*
= BEMEBNLEEEE & v r v e e e e Rp. S0.00/M*

Banaunan Jmum :
a. D1 Ibukota kabupaten :

¥

ry
S =R o 11 F= ¥ o U T Rp. 500 .00 /M~
= SEML PEIrMENEN v v e e e e v v s Rp. 300 .00/ M=
= SEMENTAIE v v v e v we e e e e e e n s Rp. 250.00/M*

b. Di Ibukota Kecamatan :

~
= PEIMBNEN v v v v v e e e m e Rp. 400-00/M:
= 3EML PErmanen . ... ... ..o.. Rp. 300.00/M*=
o
SEMENTEATE vt v e e v n e e Rp. 150.00 /M=

Banaunan Perniagaan
a. D1 Ibukota Kabupaten :

~

= DEPMANEN v v v v e e e v e e m Rp. 800 .00 /M-
. 47

= Saml PErmMmanen .. .. ... .... Rp. &50.00/M~
L/

= SEMENLAFr8 . v n i e e e e e Rp. 300 .00/ M~

b. Di  Ibukota Kecamatan dan Ibukota KXecamatan

vang berbatasan . langsung denaan kota

Kabupaten :

=~ PEFMANEN v v ve e ew e eew e n Rp. 700.00 /M2
Semi Permanen . .......... Rio Soo.vo/m?

~ SEMENEAIE . v v i Ap . 20000 /M2

c. Di Desa/kelurahan :

R LY ol T= Y a =1 o N Rp . 40000 /M2

= Seml PE8rmanen . .......... Rp. 300 .00 /M2

= B@MENLEANE . it i m e e R . 150 .00 /M2

Bangunan Pendidikan :

= PEEMANEN w v e vt v oo wwneen e Rp. 500.00 /M=

Sami Permansn ... ........ Rp. Z50.00/M<

=~ SEMENLAIrE ..t e e Rp. 250.00/M2
Banaunan kelembadaaan : -

~ POEMANGT o on o ssw o ok o & 66 = o Rp. 500.00 /M2

“ S@Ml PErmanGn .......a.... Rp. 350.00/M?

~ SEMENLATE « e v e e enen . Rp. 250.00/M%

Bangunan Industri :
Untuk setiap memberikan Izin Mendirikan
Banaunan Industri dikenaksan Pungutan Retribusi

YENC besarnva ditetapkan berdasarkan
erhitungan luas banaunan x tarlf permeter
persegl  harga dasar banaunan x 2 0% {dua

perseratus).

Bandunan . :.c«asss a5



Banaunan lain~lain :

- Banakel Mobil
-~ Beanakel Motor
-~ Benakel Sepeds
Banasal Batu Bata/aentenu 00 /1
~~~~~ Banasal Ternak Avam....... RD. .00/ M“
- Penaglling Padl......vo. .- Rp “O/M”
- Banaunan khusus Gudana.... Rp. 1. Q0 /M“
- Tiana listrik/telepon..... Rp 00 /M2
Banaunan FPadar :
w PEPMENEN v o v v wonoewww e Rp 200.00/ M~
- Semi PErmanen . ......oeoco-- Rp. 150.00/M~
~ Bancunan Jambatan menuiu
BANGAUNBI v e s nw v mwmssmne s Rp. 500 .00 /M=
(3} Baiavs Sempadan terdiri dari
a. Di Ibukota Kabupaten ....... Rp 15.000 .~
b. Di Ibukota Kecamatan ....... Rp. 10.000 .-
a. Di Desa/Kelurahan... ....... Ri. 5,000 .~
Pasal 41
Kstetapan Jumlah Retribusi Izin Menaubah Banounan
diperhitunakan sebagal berikut
w Biava Administrasl . .ee e wwnre o wnn Rp. 5,000,
~ Biava Izin mengubah Banaunan sama denagan blava
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebacaimana diatur
dalam Pasal 40 avat (2).

Passl 42

Ketetapan Jumlah Retribusi Izin Mendirikan Banaunan

(IMB) ditetapkan sebaaai berikut

~ Bangunan PEermane@n . .. ..o xoe oo nwwa- Rp. 20.000.00.
~ Banaunan Seml Permangh .« .. «c.vewwwn- Qp. 15.000.00,
~ Bancunan Sementara.. ... oo oo Rp. 10.C00.00C.

Pasal 43

Izin merobshkan bangunan.

ikut -

Ketetapan jumlah Retribus
diperhitunakan sebagal be

~ Bliava Administrasl .. e e on oo e R s 15.000. -
- Biava Izin Merobah Bangunan (IMB)
i
Banaunan PErmMENEN  w . v v e v e e o v e v Ro. 400 .00, /M=
BAB MOXNMT e i e i e E s
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BAB  KAVI
PERSYARATAN ARSITEKTUR
Pasal 44

Gambar situasi banaunan telah disetuiul oleh
Dinas Tata Kota meniadi kelenakapan Permohonan
Trin Mendirikan Banaunan (PTMB).

Gambar situasi peletakan banaunan harus memuat
penialasan tentana

a. Bentuk Koplina/pekaranaan:

b. Nama ialan menuiu ke Kaplina:

c. Peruntukan banaunan sekelilina kaplina:

d. Letak Banaunan diatas kaplina:

&. Garils sempadan Banaunan:

f. Skala Gambar.

BAB AXVIT
GARTS SEMPADAN
Pasal 45

Garis sempadan Ranaunan ditetapkan sebaagai

berikub =

Untuk Jalan Neaara 25 Meter dari as Jalan

Untuk Jalan Propinsi 20 meter dari as Jalan.

Untuk Jalan Kabupaten 15 Meter dari as Jalan

C Untuk Jalan Desa 10 Meter dari as Jalan

®. Untuk kawasan perdaganaan vana dilalui  olsh
Jalan N&aara. Propinsi dan Jalan Kebupaten
akan diatur lebih Lanijut denagan Keputusan
Bupati.

Garis Sempadan Pondasi  Banaunan terluar vana

seiaiar denasn dalan (rencana ijalan) /Pinaair

sunaai dikeslilina ditentukan berdasarkan lebar

jalan/rencana ialan/lebar sunaai. funasi ialan

dan peruntukan kaplina/kawasan:

a0 o0 @

letak aaris sempadan pondasi banaunan terluar
tersebut pada avat (1) pasal ini. bilamana
tidak ditentukan lain adalah separuh lebar
daerah milik jalan (damiia) dihituna dari atas
jalan:

Untuk  1ebar jalan/sunaai vana kurana dari lima
meter . letak aaris sempadan adalah 2.5 meter
dikituna dari tepi jalan/sunaai;

letak aaris sempadan pondasi  baaunan terluar
pada baagian sampina vang berbatasan dangan
tetanaaa bilamana tidak ditetapkan lain adalah
menimal 2 meter dari batas kaplina. atau atas
dasar kesepakatan danaan tetanaaa vana salina
berbatasan:

letak agaris sempadan pondasi bagunan terluar
nada baaian bslakana vana berbatasan denaan
tetanaas bilamana tidak ditetapkan lain adalah
menimal 2 meter dari batas kaplinag atau atas
dasar kesepakatan danaan tetanaga vana salina
barbatasan:
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Pasal 46

Garis sempadan pagar terluar vang berbatass
dengan ialan ditentukan berhimplt denaa batas
terluar daerah milik Jalan:

Garis pada sudut persimpanaan j
dengan sercgan/linagkunasn atas dass
paranan ialan:

Tinagl Pagar vang berbatasan danaan Jjalan
ditentukan maksimum 1.5 Meter darl permukaan
halaman/trotoar dengan bentuk transparan
atau tembus pandang.

Pasal 47

Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana
tidak ditentukan lain adalah berhimpit denaan
batas ocaris tepl jalan.

Pembuzatan jalan masuk mendapat izin dari Dinas
Tata Kota.

Pa

1

BN
53]

et}

B

as / balkon tidak dibenarkan diberi dindinag
sgbadal ruangan tertutup:

Balkon banaunan tidak dibenarkan mendgarah/
menahadap ke kepling tetanaga vang disamping:

Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan
melewati batas perkarangan vand berbatasan
denaan tetangga.

Pasal 49
Garis terluar =suatu teritis/oversteck wvanag
menahadap ke arah tetanaaa tidak dibenarkan
melewati batas perkarangan vang berbatasan

denaan tetangasa:

a <garis sempadan banaunan ditetapkan
~himpit dengan garis sempadan pagar. cucuran
30 suatu teritis/oversteck harus diberi
a dan pipa talang harus disalurkan sampal

Dilarang menempelkan lubana angin/ventilasi/
Jendela pada dinding vana berbatasan langsung
dengan tetangaa.

BAB XXVIT cccwcamszas
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BAB XXVII
KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)
Pasal 50

Koefien Dasar Banaunan (KDB) ditentukan atas

dasar kepentinaan pelestarian linakunaan/

resapan  alr  permukaan  tanah  dan  penceaahan
terhadap bahava kebakaran. kepentingan ekonomi.
funasi peruntukan. fungsi banaunan. keselamatan
dan keadaan bangunan:

Ketentuan besarnva (KDB) pada avat (1) pasal
ini. bilamana tidak ditentukan lain. tidak
dibsnarkan lebih dari 80 %.

BAB XXIX
KOEFIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)
Pasal 51

Koefien Lantal Banaunan (KLB) ditentukan atas

r kepentinaan pelestarian linakunaan/
resapan  air  permukaan tanah dan  penceaahan
terhadap bahava kebakaran. kepentingan gkonomi .
funasi peruntukan. fungsi banaunan.
keselamatan dan keadaan banaunan.

Ketentuan besarnva KLB pada avat (1)
disesuaikan dengan rencana tata ruandg kota atau
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undanaan vang berlaku.

BAB XXX
KETINGGIAN BANGUNAN

Pasal 52

Ketinaglian Bangunan ditentukan sesual denaan
tata ruang:

Untuk masina~masing lokasi vanag belum dibuat
tata ruananva. Kketinggian maksimum bangunan
ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota denaan
mempertimbanakan lebar jalan. funasi banaunan.
keselamatan banaunan serta keserasian
linakungannva:

Untuk banaunan tinaagl dan bertinakat/berlaku
kosfien lantai bangunan (KLB) dimasing~-masina
lokasi:

(4). Ketinagian ......
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(47 Ketinaaian Banaunan deret maksimum 4 (empat)
lantai dan selebihnva harus beriarak denaan
persil tetangga.

Pasal 53

Fersvaratan Khusus Bangunan Umum.

(1) Yana termasuk golongan ini adslah :

&. Bangunan tempat pertemuan umum - vand

diperaunakan untuk peribadatan. kesaenian.
olah raaa atau periumpaan dan sejenisnva:

b. Banaunan tempat pertemuan umum  vana
diperaunakan untuk rekreasi:

c. Bangunan tempat pertemuan umum Vanag
dipergunakan untuk perpindahan jasa

transportasi/anagkutan umum.

£ o
{(2) Setia

o bangunan vang baru. Secara funasiconal
dan  estetika hendaknva cendruna pada BEal
z051al budava setempat.

BAB MXXXI

BANGUNAN PERNIAGAAN

Pasal 54

TN
o,
o

Yanda termasuk golongan ini adalah

a. Bangunan tempat dilakukan peniualan jasa:
L. Banaunan tempat dilakukan transaksi Jual/
bell secara langsung.

(2) Setiap banaunan dapat diletakkan berderet dan
bersambuna. denaan Kketentuan harus memasanda
alat pencegah menialarnva kebakaran dari dan
kebangunan lain:

(3) Setiap banaunan perdangandgan dan Jasa dapat
dibagun dengan XDB 100 % denagan ketentuan
banaunan tidak merubah status kegolonaan vand
lain;:

(4} Ketinagian banaunan dan atau  Jumlah lantai

harus memperhitungkan keserasian tata ruand
kota:

(5) Psmasangaan ornamen atau hiasan atau papan nama
atau  papan iklan. tidak dibenarkan menggangau
ketertiban umum dan ketentuan lebih laniut
diatur didalam surat Keputusan Bupati.

BAB XXXIT ... ..



]

~r

o]
it

—
[

v 30 -

BAB XXXII

BANGUNAN PENDIDIKAN

Pasal 55

Yana termasuk golongan ini adalah

a. Semua  banaunan tempat dilakukan kegiatan
pendidikan formal. non formal. 30aMa .

keijurusn dan ketrampllan:

b. Banaunan tempat penaslolaan sumber informasi
atau data vang berkaltan dengan keglatan
pendidikan:

c. Banaunan tempat dilakukan kealatan.
pengamatan. penelitian. perencanaan dan
perancanaan  vana berkaitan dendan kegiatan
pendidikan:

Setiap bangunan pandidikan dapat dibanaun

dengan KDB adalah tidak melebihi 50 % kecuali
ditentukan lain.

BAB XXXIII

BANGUNAN KELEMBAGAAN/PERKANTORAN
Pasal 56

Yang termasuk golongan ini 3

a. Semua bangunan tempat dilakukannva keailatan
vang berhubungan dengan urusan perkantoran:

. Semua bangunan vang ada hubungannva denaan
bidana kesshatan atau perawatan sosial:

c. Semua bangunan  vang ada hubungannva denaan
bidang telekomunikasi:

Setiap bangunan dapat dibanaun denagan KDB

adalah tidak melebihi &0 % (enam puluh persen)

atau didasarkan pada perhitungan kelavakan:

Setiap bangunan vang baru secara fungsiconal dan

estetiks hendaknva mencerminkan paerwuiudan

budava.

BAB XXXIV
BANGUNAN RUMAM TINGGAL
Pasal 57

Yana termasuk golongan ini adalah :

3. Ssmus bangunan tempat tingaal milik
peErorangan atau milik suatu Badan

Sosial/Badan Hukum atau Pemerintah:

D: S8MUS «ou v viiwmmm o on
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L. Semua banaunan tempat tincaal vana disewakan
pada pihak 1lain.

Setiap banaunan harus mempunvai Jarak banaunan
denaan  banaunan sekitarnva sekurana-kurananva
satu meter atau karena pertimbancaan lain dapat
berdempet :

Setiap banaunan rumah tempat tinggal dapat
dibanaun dengan XKDB adalah tidak melebihi &0 %
kecuall ditentukan lain:

Setiap bangunan vana baru secara estetika
hendaknya mencerminkan perwuiudan budava
satempat;

Banagunan-bangunan rumah tempat tinaaal vandg
pelaksanaannvya dikelola oleh suatu badan atau
jumlahnva cukup banvak. harus memperhitunakan
pertimbangan fasilitas linokunagan secara baik:

Setiap banaunan vang dibangun diatas kawasan
vang belum memiliki rencana detail waiib
merencanakan dan melaksanakan prasarana
lingkungan sesuai petuiuk Dinas Tata Kota:

Kewailban perencanaan sebagaimana dimaksud pada

avat (&) sepenuhnva ditangauna olsesh pihak
oemohon izin.

Kewailban pelaksanaan akan diatur lebih lanijut
didalam surat Keputusan Bupati vang dibuat
khusus untuk kepentingan tersebut.

Tidak dibenarkan membuana bahan sisa atau bahan
banguan Yangd menaakibatkan pencemaran
linakungan dan atau pengganggu keseimbanaan
lingkungan.

Perubahan status golongan hanva dibenarkan
meniadl golongan bangunan campuran vana untuk
selanjutnva diatur pada pasal lain operaturan
ini.

BAB XXXV

BANGUNAN CAMPURAN

Pasal 58
Yana dibenarkan termasuk golonaan ini adalah :
a. sSemua bangunan denaan status induk banaunan

perumahan ditambah perniacaan dan bukan

sebaliknva:

b. Semua . ......... ...



{(2)

b. Semua banaunan dendgan status induk banaunan
parumahan ditambah industri {ringan.
keraiinan. rumahan) dan bukan sebaliknya:

Cc. Semua banaunan dengan status induk bangunan
perumahan ditambah kelembaazan dan bukan
sabaliknyvea:

d. Senua  bangunan denaan status induk bangunan
umum ditambah perniagaan dan bukan
sebaliknya:

2. Semua bangunan dengan status induk banaunan
umum ditambah kelaembagaan dan bukan
sebaliknva:

f. Semua bangunan dengan status induk
industri ditambah perniagaan dan
sebaliknya:

i naun dendan banaunan
di ke bukan
. Semua bangunan dendan status induk banaunan
kelembaagsan ditambah pern: dan buks
sepbaliknva
i mua banaunan dengan status induk bandaunan
R ditambah banaunan umum  atau
11 8¢ atau kelembaagaan dan bukan
liknva:
Setiap banaunan campuran dapat dikenakan
KDB 70 %.
7/
BAB XXXVI

PERSYARATAN LINGKUNGAN

Pasal 59

Setlap Banaunan tidak diperbolehkan menahalanai
pandangan lalulintas:

Setiap Banaunan lanasuna atau tidak langsuna
tidak diperbolehkan menaganagu atau menimbul kan

gangaauan keamanan. keselamatan umum.
keseimbanaan/ pelestarian linakunagan dan

kesghatan linakungan:

Setiap Banaunan diusahakan mempertimbanakan
seail~seql penagembangan konsepsi arsitektur
banaunan tradisional. hingaa secara estetika
dapat mencerminkan perwuiudan corak budava
setempsat.

BAB XXXVIT ...



BAB XXXVII

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN

Pasal &0

Persvaratan Umum.

(1) Setiap Banaunan Umum harus memiliki pintu
budava vang lebarnva sedemikian rupa sahingaa
mampu mendosonakan ruangan atau bandunan  dalam
keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit:

(2) Setiap Banaunan Umum harus memounvai Jarak

(2)

=N
tn
"

]
L

banaunan dengan bangunan sekitarnva sekurang-
kurananva & (enam) meter denaan batas kapling:

Setiap Banaunan Umum harus dilenakapi denasn
fasilitas penuniana untuk penvandang cacat.
toilet dan sarana parkir:
BAB XXXVIII
BANGUNAN SATU LANTAT
Pasal &1
S

ifat kontruksi bangunan satu lantai terdiri
ta 2

S

53]

a. Banaunan Permanen:
b. Bangunan Semi Permanen:
c. Bangunan Darurat.

Banaunan samentars harus ditentukan umur
bangunannva dan dinvatakan roboh tidak lebih
dari lima tahun:

Banaunan sementara tidak diperkenankan berada
dipinggir Jalan utama. kecuali dengan Izin
Bupatl dan umur bangunan dinvatakan tidak lebih
dari dua tahun:

Banaunan sementara vand diperaunakan sebagai
barak keris tidak diperbolehkan untuk tempat
rumah tangga.

Banaunan sementara vana dinvatakan dirobohkan
oleh Bupati harus diterima dan dilaksanakan
oleh vana bersangkutan:

Banaunan Semil Permanen tidak diperkenankan
sdibanaun ditepi jalan kelas satu dan kelas dua:

(7). Banaunan . .............
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{7 Banaunan Seml PRermanen harus ditentukan umur
banaunannva dan dinvatakan roboh tidak lsbih
dari lima belas tahun:

{(8) Banaunan pErmanen harus ditentukan umur

bangunannya

(92) Banaunan permanen vana dibanaun secara bertahap
dan bersambunaan hanva dapat dibenarkan bila
tahap berikutnva akan dimulai tidak lebih dari
satu tahun setelah tahap sebelumnva selesal.

BAB XXXIX
BANGUNAN BERTINGKAT
Pasal 62

(1). Sipat Konstruksi Bangunan Bertinakat terdiri
dari

. Banaunan permanen tidak lebih dari 4 (empat)
lantai:

L. Banaunan seml permanen vang tidak lebih dari
dua lantal.

{2} Banaunan semi permanen tidak diperkenankan
dibangun ditepl jalan kelas satu dan kelas dua:

N
]

Bangunan semi permanen harus ditentukan umur
banaunannya dan dinvatakan roboh tidak lebih
dari sepuluh tahun:

(4) Bangunan semi permanen kelompok ini tidak boleh
berubah meniadi permanen:

{5) Banaunan permansn harus dinvatakan umur
bangunannysa :

(&) Banaunan permanen vang dibanaun secara bertahap
dan bersambuna hanva dibenarkan bila tahap
berikutnva akan dimulai tidak lebih dari &
(enam) bulan setelah tahap sebelumnva.

BAB XXXX

BANGUNAN TINGGI

(o]

Pasal 6

Yand termasuk kelompok banaunan tingal adalah
banaunan denaan jumlah lantai 5 (lima) atau lebih
dan atau tingai banaunannva melebihi 14 ( Empat
belas ) meter serta bersifat permanen.

Pasal &4 ... ... ... ..
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FPasal &4
Perancanaan. pelaksanaan dan pENIaWasan
banaunan tinaai dilakukan oleh tensaa ahli vang
telah memopunyal bukti penaslaman dibidang
terssbut:
Bilamana kwalifikasi tenaaa ahli masih
diragukan. Bupati dapat menolak diteruskannva
oproses pembangunan.
BAB XL
FPERSYARATAN KONTRUXST
Pasal &5

Patokan/standar teknik vang harus dipakai ialah

patokan/standar teknik vana berlaku di
Indonesia vang antara lain meliputi SNI

(Standar Nasional Indonesia) tentana beton. SNI
tentang baja. SNI tentana kavu dan standar
teknik lainnva vana berlaku vang berkaitan
dengan bangunan aedung:

Tiap~tiap bangunan dan  bagian konstruksinva
harus diperhitunagkan terhadap beban., sendiri.
beban  vana dipikul. beban anain. aetaran dan
dava  gempa sesual dengan Peraturan pembebanan
vana berlaku:

Tiap Banaunan dan baaian konstruksinva vang
dinvatakan mempunvail tinakat gava anain  atau
aempa vang  cukup  besar  harus dirsncanakan
dengan konstruksi vanag sesuai denaan ketentuan
teknis vana berlaku:

Linas Tata Kota mempunvai kewaiiban dan
wewenana  untuk memeriksa Kkonstruksi bangunan
Yang dibangun akan dibangun baik dalam

rancandan bangunan maupun pada masa pelaksanaan
cembanaunannya.

BAB XLI

PEREYARATAN KETAHANAN TERHADAR BAHAYA KEBAKARAN

(1)

(2)

Paszl 66

Sstiap banaunan harus memiliki sarana dan
alat/perlenakapan penceaahan/penanagul angan
bahava kebakaran vana bersumber dari listrik.
gas dan seijenisnva sesuai dengan ketentuan dari
paraturan/standar vang berlaku:

Setiap banaunan umum harus dilenakapi petunijuk
s@gcara Jelas :
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Cara menvelamatkan diri dari bahava
kebakaran:
Cara menahindari dari bahava kebakaran:
Cara menaetahul sumber bahava kebakaran:
Cara menceaah dan menaaaulanai bahava
kebakaran.

%)

o
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Q0

BAB XLII

PERSARATAN UTILITAS JARINGAN AIR BERSIH

ik

(2]

Pasal &7

Ve

Jenis. mutu, sifat bahan dan peralatan
instalasi air minum  harus memenuhi standar
<gtentuan teknis vana berlaku:

Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air

minum harus disesuaikan dan aman terhadap
sistem linakunagan. bangunan—-banaunan lain
bagianvbagian lain dari bangunan dan instalasi-
instalasi lain sshingaa tidak saling

membahavakan., mengganaau dan meruagikan serta
menudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

BAB XLIII
JARINGAN ATIR HUJAN

Pasal &8

Pada dasarnvya alr hujan harus dibuana atau
dialirkan kesaluran umum:

Jika hal dimaksud avat (1) pasal ini tidak
munakin., karena belum tersedianva saluran  umum
ataupun sebab-sebab lain vang dapat diterima
vana berwenang. maka pembuangan air huian harus
dilakukan melaluil proses peresapan ataupun
cara-~cara lain vang ditentukan olsh Dinas
Pekeriaan Umum:

Saluran air huijan :

Dalam tiap~tiap perkarangan harus dibuat
saluran pembuangan ailr huian:

b. Saluran tersebut diatas harus mempunyal
ukuran vana cukup besar kemiringan vang
cukup untuk dapat mernaalirkan saluran air
huian dengan baik:

&

c. Alr huijan vana Jjatuh dari atas atap harus
sSegers di salurkan ke saluran diatas

cermukaan  tanah dengan pipa atau saluran
pasanaan terbuka:

ad. Saluran harus dibusat sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

BAB XLIV o



(1)

—~

(

-~

-~
[}
[

1

e

BAB XLIV

JARINGAN AIR KOTOR

1]

Passl 69

[

Semua air kotor vana asalnva dari dapur. kamar
ndi . Kakus dan tempsat cucl pembuandannva
harus melalul pipa-pipa tertutup:

Fembuanaan alr kotor vang dimaksud pada avat
(1) Pasal ini dialirkan kesaluran umum:

Jika hal dimaksud avat (2 Pasal ini tidak
dimunakinkan. karena belum tersedianva saluran
umum atau sebab-sebab lain. maka pembuangan air
kotor harus dilakukan melalul proses peresapan
ataupun cara-cara lain vang ditentukan olesh
Dinas Pekeriaan Umum:

Letak sumber-sumber peresapan berijarak minimal
10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih
terdakat dan atau tidak berada dibagian atas
kemirinaga tanah terhadap letak sumber air
minum/bersih., sepaniana tidak ada ketentuan
lain vana disvaratkan. diakibatkan oleh suatu
kondisi tanah.

BAaB XLV
TEMPAT PEMBUANGAN SaMPAM
Pasal 70

Setiap pembanaunan baru atau perluasan suatu
banaunan vanag diperuntukkan sebagal tempat
kediaman harus dilengkapil dengan tempat/
kotak/lobang pembuangan sampah vana ditempatkan
dan dibuat sedemikian rupa sehinaga kesehatan
umum terijamin;

& linakunaan / didaerah parkotaan vang
terijanagkau Dinas Kebersihan. disediakan kotak-

tak sampah vang tertutup sedemikian rupa
sehingaa petugas Dinas Kebersihan dapat dengan
dah melakukan tugasnva:

|

Pada linakungan / didaerah perkotaan vana belum
terijanakau Dinas Kebersihan. maka sampah~sampah
dimasukkan kedalam lubang. di timbun dan atau
dibakar denaan cara vang aman dan baik.

BABR XLVI sovcvssswinnnn



BAB XLVI

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 71

(1Y Setiap pemohon vana akan menaaiukan permohonan
1zin mendirikan banaunan vang mempunvai Jjenis
usaha atau kegiatan banaunan dengan areal lebih
dari 5 (lima) hektar. diwaiibkan untuk
melengkapi persvaratan Analisa Mengenai Dampak
Linakungan (AMDAL) sesuail denaan PP Nomor 51
Tahun 1993 Pasal 3 avat (1) dan Pasal 3 serts
KC. II/MENLMH/3194:

(2)  Untuk kawasan industri. perhotelan. perumahan
real estate. pariwisata.gedung bertinagkat wvang
memnpounval ketingaian &0 meter atau lebih.
pemohaon diwaliibkan untuk melenaksapl persvaratan
AMDAL sesusl dengan avat (1) Pasal ini:

(Z) Pelaksanas dan  pengawasan terhada AaMDAL

‘ ditangani oleh Instansi terkait sesuai denagan
peraturan cemerintah Nomor 5 Tahun 1993:

(4) Basal pemohon 1izin mendirikan banaunan sesusi
denaan avat (1) dan (2) Pasal ini dalam
mengaiukan RPIMB harus dissrtai rekomendasi dari
instansi vana menangani masalah AMDAL:

(5) Pelanagaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan
sanksl sesuail dengan peraturan vana berlaku.
dan untuk  1zin mendirikan  banaunan dapat
dicabut oleh Bupati.

BAB XLVIT
&
LOKAST PEMUNGUTAN
Pasal 72
Retribusi vana  terutang dipunaut di Kabupaten

Meranain.

Masa
(dua

Pasal 73

Retribusi adalah jangka waktu vang lamanva 12
belas) bulan.
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Pasal 74

terutandganya retribusli adalah pada s3at
sroltkan SKRD atsu dokumen lain vand

reamakan.

BAB XLIX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 75
Waiib Retribusi waiib menaisi SPJORD:
SPAORD sebaaaimana dimaksud pada avat (1) harus
diisi denagan dJelas. benar dan lenakap serta
ditandatangani oleh Waijib Retribusi atau
LUBBENYS
Bentuk. isi. serta tata cara pendgisiaan dan
penvampaian SPJORD sebaaaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan oleh Bupsti.

BAB L

FENETAPAN RETRIBUST

Pasal 7

on

Berdasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13 avat (1) ditetapkan retribusi terutanda
denaan menerbitkan SKRD atau dokumen lain vana
dipersamakan:

Apabila berdasarkan hasil peneriksaan dan
ditemukan data baru dan atau data vang semula
belum terunakap vanag menvebabkan penambahan
Jumlah retribusi vanga tarutanga. maka
dikeluarkan SKRDKB:

Bentuk. 1isi. dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan sgbaaalmana
dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB LI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 77

Pemunautan retribusi tidak dapat diboronakan:

i dipunaut dengan mengaunakan SKRD atau
ary lain vang dipersamakan. dan SKREOKBT.

BAB LIT. ... ..o



BAB LII

SANKSI ADMINISTRASI

LE0S T Dads
i sanksi

dua  persen)

I
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berupa &0 SES10 2
arn  dari retribusi vang terutana atsu

o odibavar dan ditagih denaan menaaunakan STRD,
BAB LIIT
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 79

(1) Pembavaran retribusi terutanag harus dilunasi
sekaliqus:

ribusi  vang terutang dilunasi salambat-

batnva 15 (lima belas) hari seijak diterbit-

nnva SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan
< SKRDKBT dan STRD:

(ZY Tata cara pembavaran. penvetoran, tempat
pembavaran retribusi diatur denagan Keputusan
Bupati:

BAB LIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 80

L
oy
Py

Retribusi terutang berdasarkan SKRD  atau
dokumen lain vang dipersamakan. SKRDKET. STRD.
dan Surat Keputusan Keberatan vana menvebabkan
Jumlah retribusi vana harus dibavar bertambah.
Yang tidak atau kurang bavar oleh Wailb
Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusar
Plutang dan Lelang Nedara (BUPLN) :

Penaaihan retribusi melalui BRUPLN dilaksanakan
berdasrkan peraturan perundang~undanaan vandg
berlaku.

BAB LV

KEBERATAN
Paszal 81
(1Y Waijib Retribusi dapat mengajukan keberatan
hanva kepada Bupati atau pejabat vana dituniuk

i
atas SKRD atau dokumen lain vana dipersamakan.
SKRDKBT dan SKRDLB:
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Keberatan diaijukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan alasan-alasan vana ielas:

Dalam hal Wailb Retribusi menaaiukan keberatan
atas ketetapan retribusi. Waiib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi tersebut:

Keberatan harus diajukan dalam Janaka waktu
palina lama 2 (dua) bulan ssisk tanaaal SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan. SKRDKET
dan SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila Wailb
Retribusi tertentu dapat mengaiukan bahwa
janaka waktu itu tidak dapat dipenuhli karsna
keadsan oi luar kekuasaan;

Kebaratan vana tidak memanuhil persvaratan
sebagaimana  dimaksud pada avat (2) dan  (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan.
sehingga tidak dipertimbangkan:

fenaaiua kebsratan tidak menunda <@ws i 1ban
membavar retribusi da pelaksanaan penadihan

retribusi.

Bupati dalam janaka waktu paling lama & (enam)
bulan sejak tanaaal Surat Keberatan diterima
harus memberl keputusan atas kebesratan vanag
diajukan:

Keputusan Bupati atas kab” atan dapat berupsa
nenerima  seluruhnya atau ssbagaln., menolak.
at

=

au menambah besarnva retribusi vana terutang:

bila Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

avat (1) telah lewat dan Bupati tidak
berikan suatu keputusan. aberatan vana
dukan tersebut diangaap dikabulkan.

o

BAB LVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

Atas kelabihan pembavaran retribusi. Waiilb
Retribusi dapat manaaiukan permohonan

pvencembalian kepads Bupatil:

Bupati dalam janaka waktu palinag lama & {enam)
bulan sejak diterimanva permoheonan keslebihan
pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

avat (1). harus memberikan keputusan:

(ZY. apabila . ...,
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Apabila Jjanaoka waktu sebacgaimana dimaksud pada
avat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan. permohonan
cenaembalian kelsbihan retribusi dianadap
ddikabulkan dan SKRDLB harus ditsrbitkan dalam
janagka waktu palina lama 1 (satu) bulan:

Apablla Waijib Retribusi mampunyai utang
retribusi lainnva, kelaeabihan cembavaran
retribusi  sebagaimana dimaksud pada avat (1)
lanasuna diperhitunakan untuk melunasi terlsbih
dahulu utana retribusi tersebut:

Penaembalian kelebihan pembavaran retribusi
sgbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
dalam Jjanaka waktu paling lama 2 (dua) bulan
se@jak diterbitkannva SKXRDLB:

Apablla pendgembalian kelebihan pembavaran
ratribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
lan. Bupati memberikan imbalan bunaa sebesar
2% (dua persen) bper bulan. sebelum atas
keterlambatan pembavaran kelebihan retribusi.

Pasal 84

PFermohonan penaembalian kelebihan retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati denaan
sekurana~kurangnva menvebutkan

Nama dan alamat Waijib Retribusi:
Masa Retribusi: .

. Besarnva kelebihan pembavaran:

. Alasan vana singkat dan jelas.

Q0 U w

Parmohonan penaembalian kelebihan pembavaraan
retribusi disampaikan secara landasundg atau
melalul pos tercatat:

Bukti penerimaan oleh Peijabat wvana berwenang
atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 85
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membavar

Kelebihan Retribusi:

Apabila kelebihan pembavaran retribusi
diperhitunakan dengan utang retribusi lainnva.
s@bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 avat (4).
pembavaran dilakukan dengan cara pemilndah
oukuan  dan bukti pemindahbukuan Jjuga berlaku
sgbagal bukti pembavaran:

BAB LVETL i ec aniasen s s -



®

L TR



(1)

(1)

(2)

BAB LVII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 86

Mak untuk melakukan penaaihan Retribusi.
kadaluarsa setelah melampaul Jjanaka waktu 3
(tiga) tahun teritung seijak saat terutananva
Retribusi. kecuali apabila waiib retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi-

tadaluarsa penaglhan Retribusi sebagalmans

dimaksud avat (1) Pasal ini tertangauh apabila:

a. Diterbitkan surat teauran:

b. Ada penaakuan utana Reribusi baik langsung
maupun tidak langasung.

BAB LVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 87
Waiib Retribusi vandg tidak melaksanakan
kewallbannva sehingaa merugikan Keuanaan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiaa)

bulan atau denda palinag banvak Rp.2.500.000.~
(Dua juta lima ratus ribu rupiah ) :

Tindak pidana sebagimana dimaksud avat (1)
Pasal ini adalah pelanagaran.
BAB LIX

PENYIDIKAN

Pasal 88
Peijabet Peqawal Neaeri Sipil tertentu
dilinckungan Pemsrintah diberi wewenang khusus
sebagsl penvidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidana Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Undang~Undang Nomor 8 Tahun 1981
tantarg Hukum acara pidana:

Wewenzng penvidik sebagaimana dimaksud pada
avat 11) pasal ini adalah

a. Menerima. mencari dan mengaumpulkan dan
meeliti keteranagan atau laporan kebsnaran
dengan tindak pidana di bidana Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
meniadi lebih lenakap dan ielas:

b. Meneliti ............
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Menaeliti. mencari can menaumpulkan
keterangan mengenal orana pribadi atau badan
tentana kebenaran perbuatan vang dilakukan
seghubunaan  denaan tindak pidana Retribusi

S
Daerah:

Meminta keteranaan dan bahan bukti dari
orana pribadi atau badan seshubunaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah:

Memeriksa buku -~ buku. catatan -~ catatan dan
dokuman-—dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidana Retribusi Dasrah:

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan. pencatatan dan
dokumen-dikumean lain serta malakukan
penvitaan terhadap bahan bukti tersebute

Meminta bantuan tenaaa ahli dalam ranaka
pelaksanaan tuogss penvidikan tindak pidans
di bidang Retribusi Daerah:

Menyvuruh arhenti. melarang SB8SEROraNg
meninaaalkan ruangan atau tempat pada saat
pemariksaan sedang berlangsung dan memeriksa
indentitas orang dan atau dokumen VaENQ
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Memotret sSessorand vana berkaitan dendgan
tindak pidana Retribusi Dasrah:

Mamanagll oranda untuk didengar keterangannva
dan diperiksa sebagal tersanogka atau sanksi.

Menghentikan penvidikan.

malakukan tindakan lain wvang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidans di
bidana Retribusi menurut hukum vana dapat
dipertanaguna Jjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal 1ni memberitahukan dimulasinva penvidikan

dan

panyvampaian hasil penvidikan kapada

cenuntut  umum sesual  denasan ketentuan  vang
diatur dalam Undang-Undana Nomor 8 Tahun 1981
tentana Hukum acara pildans.

BAB LI & v sie o wie e a wmnl w



BAB LXI

KETENTUAN PENUTUP

Pezal 89
Denaan berlakunva . Peraturan Daerah ini. maka
Peraturan Daerah -Kabupaten Daerah Tinakat IT

Sarolanaun . Banagko Propinsi Dati I Jambi Nomor 4
Tahun 1995 Tentana Banaunan dalam Kabupaten Daerah
Tk IT Sarolanaun Bangko dinvatakan dicabut dan tidak
berlaku laai. - ' ; ’ .

Pasal 90
Hal-hal vana belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini. sepanjana mengenai pelaksanaannva diatur lebih
lanijut oleh Bupati.

Pasal 91

Paraturan Daerah 1ini mulai barlaku pada tanqgaal
diundanakan dalam lembaran Daaran. '

Aaar supava KBTI AD arana menaetahuinya.

memarintahkan Pengundancan Feraturan Dasrah ini
danaan manampatkannya caalam Lembaran Daerah

Kabupaten Meranain.
iDisahkan di Banako
- PFada tanaaal 28 Maret 2000,
BUPATT MERANGIN
ttd
H. ROTANI YUTAKG. SH.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin
Nomor - 09 Tahun 2000

Tangaal - 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 05

SEKRETARIS DAERAH
ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK. T
NIP. 010 055 981
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten
Merangin tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam
Kabupaten Meranain. Penvusunan Peraturan Daerah 1ini adalah
sebagai pengganti dari Perda Nomor 4 Tahun 1995 tentang
Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tinagkat II Sarolangun Banagko
dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undana-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentanag Paiak daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 -
tentana Ruang linagkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat
I dan Tingkat II. dimana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 avat (2) huruf c Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal
4 avat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentana Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf c anagka 2 Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Ling-
kup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tinagkat I dan Daerah
Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini aaar dapat menijamin
terlaksananya usaha Pemerintah dalam meninagkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). sehingaa dengan kemampuan keuangan vang
semakin meningkat akan memeberi manfaat besar bagi pembiavaan

Pemerintah dan Pembangu nan Daerah. Salah satu

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi

vang memiliki peran penting didalam pemblavaan pembangunan

daerah adalah melalui punautan atas Retribusi Izin Mendirikan
- +

at 51 51 n
Bangunan sehinaga diharaskan akan meningkatkan efektivitas dan
efesienzi Retri i ta meninagkatkan mutu dan Jenis
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